4

vy
)

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

SUMBER BERITA

RAKYAT BENGKULU

MEDIA INDONESIA

X | BENGKULU EKSPRESS

KOMPAS

RADAR BENGKULU

KLIPING MEDIA 2019

KABUPATEN SELUMA

RABU,07 AGUSTUS 2019

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

D POSITIF |:| NETRAL EI BAHAN PEMERIKSAAN l:' PERHATIAN KHUSUS

Rekanan PUPR Kembalikan Temuan BPK Akhir Tahun

TAIS,BE - Temuan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)
dalam pengelolaan keuan-
gan 2018, di Dinas Peker-
jaan umum dan Penataan
Ruang(PUPR) Kabupaten
Seluma, dipastikan dikem-
balikan ke kas negara oleh 20
rekanan PUPR pada Akhir ta-
hun 2019 ini. Setelah adanya
perjanjian bersama antara
PUPR dan BPK dalam melaku-
kan auditbeberapa waktu lalu.

“Total temuan tahun 2018,
sebesar Rp 1,1 miliar pada
pekerjaan fisik. Salah satu-
nya pembangunan Islamic
Senter, serta hotmix jalan
di Desa Bukit Peninjauan

(BP) Satu,” ujar Kepala dinas
PUPR Seluma M Syaifullah
St MM kepada BE kemarin
(6/8).

Dibeberkan Syaifullah,
temuan BPK itu tidak perlu
dikawatirkan lagi. Meng-
ingat kerugian negara’atas
hasil audit tersebut me-
mang sudah menjadi per-
hatian khusus dalam audit
yang dilakukan awal tahun
2019 ini. Kontraktor sudah
bersedia mengembalikan
hasil temuan tersebut, dan
melakukan pembayaran
pada akhir tahun men-
datang, 2

“Ini bentuk kekhawatiran

atas warning tidak diberi-
kan pekerjaan lagi sehingga
temuan ini dikembalikan
pada akhir tahun nanti,” im-
buhnya.

Syaifullah menuturkan,
jadi urusan pengembalian
temuan BPK sudah menjadi
tanggung jawab para kon-
traktor. Dinas PUPR tinggal
menunggu kontraktor mem-
bayarkan temuan tersebut.

Terkait temuan pada pe-
kerjaan pembangunan ja-
lan di Jenggalu menuju Arau
bintang, dengan panjang
jalan 7 KM yang dibangun
hotmix dan juga pengerasan
batu. Pembangunan jalan

menggunakan anggaran
APBD Seluma 2017, dengan
temuan sebesar Rp 500 juta.
Svaifullah juga menuturkan
dibayarkan pula.
- Sementara itu, kekurangan
pembayaran dalam peker-
jaan sebesar 20 persen dari
total anggaran akan di usu-
lan dalam APBD Perubahan.
Sedikitnya Rp 1,7 miliar tetap
diusulkan dan tetap harus di-
lakukan untuk opname ulang
sebelum pembayaran ulang.
“Kita usulkan di APBD pe-
rubahan, namun kita tunggu
persetujuan dulu dari TAPD
untuk menyetujui,” demikian
tutupnya. (333)



